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Abstract  
 

Indonesia is a country with the largest Muslim population in Southeast Asia, so it has great 

potential in implementing state financing based on Sharia principles. However, public awareness 

of the importance of distributing wealth according to Sharia concepts is still relatively low. This 

research focuses on Sharia-based state financing with the literature study method as the main 

approach in analyzing secondary data. The results show that the application of Sharia principles 

in state financial management, such as through sukuk, zakat and waqf instruments, has 

significant benefits in supporting infrastructure development and reducing dependence on 

interest-bearing debt. The existence of Sharia financial instruments is increasingly necessary 

amidst rising inflation and the trend of state debt. Therefore, socialization efforts through 

religious leaders and the use of digital media are important strategies in improving Islamic 

economic literacy in the community. 
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Abstrak  

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara, 

sehingga memiliki potensi besar dalam menerapkan pembiayaan negara berbasis 

prinsip Syariah. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendistribusian 

harta sesuai konsep Syariah masih tergolong rendah. Penelitian ini berfokus pada 

pembiayaan negara berbasis Syariah dengan metode studi literatur sebagai pendekatan 

utama dalam menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip Syariah dalam pengelolaan keuangan negara, seperti melalui 

instrumen sukuk, zakat, dan wakaf, memiliki manfaat signifikan dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur serta mengurangi ketergantungan pada utang berbunga. 

Keberadaan instrumen keuangan Syariah semakin diperlukan di tengah meningkatnya 

inflasi dan tren utang negara. Oleh karena itu, upaya sosialisasi melalui tokoh agama 

serta pemanfaatan media digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi 

ekonomi Islam di masyarakat. 
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Pendahuluan 

Utang adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk membayar. 

Sementara itu, utang negara adalah sejumlah uang yang diharuskan untuk 

dibayar oleh pemerintah suatu negara. Utang negara digunakan untuk 

pembiayaan proyek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, utang negara 

juga dijadikan sebagai kebijakan belanja dalam suatu negara untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Namun, adanya hutang negara karena ketertinggalan 

infrastruktur dan konektivitas itu sendiri, sehingga menyebabkan masyarakat 

menanggung ekonomi yang tinggi. (Ahdi dkk. 2022) 

Melansir dari Kementrian Keuangan, utang terdiri dari dua macam jenis, 

yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Dalam dua jenis utang ini 

dipecah lagi masing menjadi dua macam, Surat Berharga Negara (SBN) 

misalnya, ada Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN). Sementara dalam pinjaman, terdapat pinjaman luar negeri dan pinjaman 

dalam negeri. Menurut Normasyhuri, Budimansyah, dan Triyadi (2022) Surat 

Utang Negara (SUN) adalah surat yang berisi pengakuan hutang dalam bentuk 

Rupiah maupun valuta asing yang berlaku untuk individu, institusi domestik, 

atau investor asing, di mana pemerintah akan memberikan kupon (membayar 

bunga) dan mengembalikan dana tersebut secara utuh setelah jatuh tempo. 

Sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat yang juga 

ditetapakan oleh pemerintah dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini bertujuan 

untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, tanpa mengkhawatirkan 

adanya riba dalam perjanjian.  

Adapun pinjaman dibagi menjadi dua, pinjaman luar negeri dan pinjaman 

dalam negeri. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari 

pihak luar negeri, yang berupa rupiah, devisa atau devisa yang dirupiahkan, 

atau dalam bentuk barang dan jasa. Jenis pinjaman luar negeri ini terdiri dari 

hutang bilateral, multilateral, dan hutang komersial. Sementara itu, pinjaman 

dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari bank, lembaga 

keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dari masyarakat dari negara 

itu sendiri.  

Dalam beberapa tahun terakhir, komposisi utang Indonesia masih 

didominasi oleh utang berbasis bunga, baik melalui SUN maupun pinjaman luar 

negeri, yang dapat mengakibatkan meningkatnya beban fiskal akibat 

pembayaran bunga yang terus meningkat. Dalam jangka panjang, 

ketergantungan pada utang berbasis bunga dapat meningkatkan beban 

pembayaran bunga negara dan mengurangi fleksibilitas fiskal. Oleh karena itu, 

ekonomi Islam menawarkan pembangunan ekonomi alternatif dan investasi 

negara yang berupa zakat, wakaf, dan sukuk.  

Zakat, sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu, berfungsi sebagai 

mekanisme redistribusi ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan 

meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan mekanisme tersebut, zakat dapat 

membantu mengurangi ketimpangan sosial, serta dapat mengurangi tingkat 
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kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, dengan menyalurkan melalui lembaga khusus, zakat tidak hanya 

dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan tetapi juga 

digunakan sebagai pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan 

kesehatan. (Muhammad dan Rosidta 2023). 

Adapun wakaf, menurut Permana dan Rukmanda (2021), adalah bentuk 

sedekah dalam Islam di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk 

dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu guna 

kepentingan ibadah dan sosial. Dalam konsep ekonomi Islam, wakaf berfungsi 

sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya memiliki nilai ibadah tetapi juga 

berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Anggaran wakaf sering dimanfaatkan untuk sektor 

pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan 

oleh masyarakat luas. Selain itu, wakaf juga dapat dikelola secara produktif, 

sehingga hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi tanpa 

harus bergantung pada utang berbunga. Dengan optimalisasi wakaf, sistem 

ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat terwujud sesuai dengan 

prinsip syariah 

Selain zakat dan wakaf, sukuk juga merupakan salah satu instrumen 

keuangan Islam yang dapat dijadikan alternatif utang negara dan menghindari 

penimbunan harta, sesuai dengan ayat di atas. Berbeda dengan obligasi 

konvensional, sukuk merupakan investasi yang mendapatkan keuntungan dari 

bagi hasil. Hal ini menjadikan sukuk dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta 

maupun pemerintah, yaitu dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbentuk sertifikat atau bukti 

kepemilikan dengan nilai yang sama. SBSN mencerminkan kepemilikan bersama 

yang tidak dapat dipisahkan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. SBSN 

merepresentasikan kepemilikan atas aset, manfaat, jasa, atau hak tertentu. 

Pemegang SBSN berhak memperoleh imbal hasil sesuai dengan akad yang 

digunakan, serta proses pemindahan kepemilikannya mengikuti mekanisme 

transaksi syariah yang berlaku. (Wahid, 2019). 

Namun, penerapan-penerapan tersebut, yang dijadikan sebagai alternatif 

pembiayaan Syariah, belum sepenuhnya terlaksana akibat menimbunnya 

mekanisme konvensional. Mekanisme pengelolaan utang yang lebih 

berkelanjutan, seperti pendekatan ekonomi Islam, yang menekankan sistem 

pembiayaan tanpa riba dan berbasis pada aset produktif sangat diperlukan. Oleh 

karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji tren utang yang saat ini sangat 

relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia, khususnya dalam melihat peran 

zakat, wakaf, serta sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara. Dengan 

menggunakan pendekatan melalui kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan utang berbasis Syariah dapat 

diterapkan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran 
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mengenai efektivitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah dan 

berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penggunaan metode Deskriptif dengan pendekatan 

Kualitatif yang memerlukan penambahan informasi terkait statistika utang 

negara di Indonesia. Metode ini berfokus pada teori pengelolaan utang negara 

dalam perspektif Islam dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang 

berbasis bunga di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti 

Bank Indonesia (BI), Kementrian Keungan (Kemenkeu), serta jurnal dan laporan 

penelitian terkait.  

Oktaviana, Rafinda, dan Rusmana (2024) menjelaskan tren utang di negara 

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Tahun Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia 

2019 25.408 triliun Rupiah 2.145 triliun Rupiah 5,02% 

2020 4.053,32 triliun 

Rupiah 

2.860,67 triliun 

Rupiah 

-2,07% 

2021 4.053,32 triliun 

Rupiah 

2.860,67 triliun 

Rupiah 

3,69% 

2022 6.701,34 triliun 

Rupiah 

822,865 triliun 

Rupiah 

5,31% 

2023 6.969,12 triliun 

Rupiah 

886,304 triliun 

Rupiah 

5,05% 

 

Data tersebut menjelaskan tren utang yang mengalami peningkatan yang 

melonjak dengan adanya berbagai faktor dan kebijakan, termasuk kondisi 

ekonomi global, kebutuhan dan pendanaan pembangunan, dan lain-lain. Dengan 

adanya hutang tersebut akan muncul dampak bagi negara Indonesia baik dari 

segi sosial maupun ekonomi itu sendiri. 

 

Pembahasan  

Menurut The Royal Islamic Strategies Studies Centre (RISSC) atau MABDA, 

dalam Romadhoni, Ramidah, dan Damayanti (2022), menjelaskan bahwa 

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di 

Kawasan Asia Tenggara, yaitu sebanyak 231,06 juta penduduk. Hal ini dapat 

dijadikan peluang dalam implikasi ekonomi Islam untuk pembangunan ekonomi 

negara. Negara ini memiliki potensi yang besar dalam peningkatan keuangan 

Syariah, selain karena penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia juga 
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menjadi negara yang memiliki tingkat perekonomian tertinggi di antara negara 

muslim lain. 

Garis besar yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi adalah 

peningkatan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-

faktor yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi, yaitu 

sumber daya alam atau tanah, modal, sumber daya manusia atau organisasi, 

serta perubahan teknologi. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Humairah Zaskya 2023). Budaya yang 

mendukung Pendidikan dan riset akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih 

kompeten dan inovasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Namun, di tengah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, negara 

Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk tren peningkatan utang. 

Meskipun utang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi 

dalam suatu sisi, bunga yang dibebankan bisa menghambat pembangunan. 

Ketergantungan pada utang, termasuk yang berbasis bunga, dapat memberikan 

dampak bagi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Apabila peningkatan 

utang pemerintah terus bertambah, hal ini akan menyebabkan penurunan nilai 

tukar rupiah yang bisa menyebabkan kenaikan harga bahan baku, dan kenaikan 

harga barang ekspor. Peningkatan utang ini juga dapat meningkatkan risiko 

restrukturisasi atau refinancing, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan 

suku bunga utang baru. (Ahdi dkk. 2022). 

Dampak lain yang bisa terjadi saat utang meningkat adalah ketimpangan 

sosial, menurut (Hababil dkk. 2024)  ketimpangan sosial merujuk pada 

perbedaan yang besar dalam distribusi sumber daya. Hal ini bisa berupa 

berbagai aspek, salah satunya adalah perbedaan dalam kekayaan, yang dapat 

menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial (Sastiono dan Nuryakin 2019). 

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Syariah yang mementingkan keadilan 

terhadap masyarakat. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman tentang hak-hak sosial 

dalam ekonomi sebagai berikut: 

 
ٰٓايَُّهَا ا الَّذِيْنََ ي  مَنوُْٰٓ ا انَْفِقوُْا ا  كُمَْ مِمَّ نَْ رَزَقْن  َ يَوْمَ  يَّأتِْيََ انََْ قبَْلَِ م ِ لََّ خُلَّة َ وَلََّ فيِْهَِ بيَْعَ  لَّّ فِرُوْنََ  شَفَاعَة َ وَّ وَالْك  الظّٰلِمُوْنََ هُمَُ ۗ   

 

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah 

Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual 

beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula 

syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim." QS. Al-Baqarah [2]:254 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa negara dapat mengurangi perbedaan sosial 

dengan cara berinfak atau bersedekah, karena hal ini lebih baik daripada 

menimbun harta yang tidak terdapat berkah di dalamnya. Menurut Septiani, 

Fasa, dan Suharto (2022), infak atau sedekah sangatlah penting untuk diterapkan, 

selain mengurangi adanya ketimpangan sosial, infak maupun sedekah juga 

dapat mengurangi angka kemiskinan dalam suatu negara. Islam mewajibkan 
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siklus kekayaan bagi seluruh masyarakat, Islam juga membagi harta kepemilikan 

agar dapat memenuhi kebutuhan manusia.  

Untuk itu, telah diperjelas oleh Allah dalam Firman-Nya mengenai konsep 

kepemilikan dalam Islam. Penggalan ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: 

 

  ُ يْْٓ اٰتٰىك م …  ِّ الَّذِّ الِّ اللّٰه نْ مَّ اٰت وْه مْ م ِّ  … وَّ

Artinya: Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia 

adalah milik Allah, yang artinya umat manusia tidak memiliki hak untuk 

menyimpan harta yang dititipkan Allah untuk disimpan pribadi. Dalam hal ini, 

Allah menegaskan pentingnya berbagi terhadap sesama umat. Instrumen-

instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki 

peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di 

masyarakat. (Muhammad dan Rosidta 2023). 

Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan negara tidak harus selalu 

bergantung pada utang berbasis bunga yang berisiko terhadap stabilitas fiskal. 

Sukuk dapat dijadikan solusi alternatif yang tidak hanya sesuai dengan prinsip 

syariah, tetapi juga berbasis pada kepemilikan aset nyata. 

Para penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penerbitan sukuk selaras 

dengan program APBN, yang artinya, pemanfaatan sukuk seperti SBSN harus 

terus ditingkatkan. SBSN berguna untuk meningkatkan anggaran untuk 

memperbesar dana anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur 

pemerintah, serta memberikan banyak keleluasaan pemerintah dalam 

menyelenggarakan pembiayaan negara. (Romadhoni dkk. 2022). Hal ini 

menjadikan relevansi penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara 

tanpa adanya bunga, dengan mendapatkan keuntungan bersama. Dalam 

beberapa studi kasus, misalnya, sukuk mendorong pelestarian lingkungan dalam 

program green sukuk yang relevan dengan Sustainable Development Goal’s 

(SDG’s). (Fitrah dan Soemitra 2022) 

Pemerintah telah mengembangkan pasar sukuk negara dengan berbagai 

instrumen, antara lain Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPSN-S/Islamic 

Treasury Bills) yang digunakan untuk mengatur likuiditas jangka pendek, lalu 

Project Based Sukuk (PBS) yang merupakan instrumen dasar dari sukuk, yaitu 

membantu pembangunan infrastruktur pemerintahan. Sukuk Negara Ritel (SR) 

adalah sukuk yang dapat digunakan antar individu untuk berinvestasi, dan 

membantu pembangunan negara, sehubunan dengan ini, terdapat pula Sukuk 

Tabungan (ST) yang hamper sama dengan SR, perbedannya adalah mekanisme 

penyesuaian imbal hasil dan fleksibilitas dari ST. Adapun Sukuk Dana Haji 

Indonesia (SDHI) merupakan sukuk yang digunakan untuk menglola dan haji 

agar tetap sesuai prinsip Syariah, dan terakhir adalah Sukuk Negara Indonesia 

(SNI/Global Sukuk) yang digunakan untuk mengelola dana dari penerbitan sukuk 

melalui pasar keuangan internasional (Wahid Alif Rodliya 2019) 
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Pembiayaan negara dapat dialokasikan melalui zakat, pembiayaan melalui 

zakat dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia sebagaimana 

Firman Allah dalam Al-Qur’an. (Panjaitan, Khairunisah, dan Jannah 2022) 

 
قَابِّ  مْ وَفِّى الر ِّ ؤَلَّفَةِّ ق ل وْب ه  لِّيْنَ عَليَْهَا وَالْم  يْنِّ وَالْعٰمِّ لْف قَرَاۤءِّ وَالْمَسٰكِّ دقَٰت  لِّ ِّ وَابْنِّ  ۞ اِّنَّمَا الصَّ يْنَ وَفِّيْ سَبِّيْلِّ اللّٰه مِّ  وَالْغٰرِّ

نَ  يْضَةً مِّ  ِّ ِۗ    وَاللّٰه  السَّبِّيْلِِّۗ فَرِّ يْمٌ  اللّٰه عَلِّيْمٌ حَكِّ  
 

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, 

untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang 

memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 

Mahabijaksana." 

Dalam hal ini, menurut penelitian terdahulu menjelaskan, para ulama 

memiliki perbedaan pendapat mengenai kategori miskin. Secara konseptual 

sendiri, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penghimpunan dan penyaluran pajak dan 

zakat berfungsi sebagai membantu memenuhi kebutuhan golongan masyarakat 

yang berada di garis kemiskinan. Lembaga penyaluran zakat seperti Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu indikasi lembaga yang telah 

membantu menjalankan program penyaluran bantuan, dalam datanya, 

pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2024 disalurkan ke beberapa 

daerah melalui berbagai program, seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan.  

Presensi Lembaga Amil Zakat dapat menjadikan indikasi dalam 

penghimpunan dan penyaluran zakat. Zakat memiliki indikator pengeluaran 

yaitu sebesar 2,5% yang hanya dibebankan pada harta yang nisab-nya setara 

dengan 96gram emas dalam zakat perniagan, berbeda dengan pajak yang dapat 

mengalami pertambahan biaya dipengaruhi oleh besar keuntungan pendapatan. 

Keduanya sama-sama dihimpun untuk memperoleh kemaslahatan bersama, 

pembiayaan fasilitas pendidikan maupun kesehatan, perbedaan dari keduanya 

berada dalam mekanisme penghimpunan (Putra dan Siregar 2023) 

Pemerintah telah mengembangkan pasar sukuk negara dengan berbagai 

instrumen. Namun, Indonesia masih sangat kurang dalam penerapan ekonomi 

Syariah dalam pembiayaan negara. Salah satu faktor yang menjadi penyebab 

kurangnya implikasi ini adalah kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat, 

dalam hal zakat misalnya, banyak masyarakat yang masih membagikan zakat 

secara pribadi karena dianggap lebih mudah (Diana D M dkk. 2024) Mengenai 

hal ini, telah diterangkan oleh salah satu anggota Dompet Dhuafa, zakat 

dianjurkan untuk dibagikan kepada Amil zakat, untuk menghindari 

kesalahpahaman tentang penerima zakat yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an 

Surat At-Taubah ayat 60. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai 

pembiayaan negara secara Syariah juga masih belum terlaksana dengan baik, 

beberapa perusahaan maupun individu Muslim masih menggunakan instrumen 
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dan kebijakan obligasi. 

Untuk memperkuat penelitian, penulis menyajikan contoh beberapa negara 

yang berhasil menerapkan ekonomi syariah dalam pembiayaan negara. Negara-

negara seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi telah membuktikan 

keberhasilan ekonomi syariah dalam mendukung pembiayaan negara. Malaysia 

telah menjadi negara yang menerapkan pasar sukuk terbesar di dunia, 

penerbitan sukuk menjadi penggerak saham di negara tersebut sehingga sangat 

berdampak pada perekonomian di Malaysia (Mohamed, Yahya, dan Ishak 2017) 

Contoh kasus lain berada pada Singapura yang menjadikan zakat sebagai 

pengurang pajak terutang, hal ini telah diterapkan oleh negara Singapura sejak 

2005 yang tercantum dalam Income Tax Act (Chapter 134) Revised Edition 2014, 

Part V (Deduction Against Income) 14-(1)-(g) (Imanika, Susilowati, dan Ulfah 

2021) Selanjutnya, perkembangan wakaf di Saudi Arabia yang digunakan 

sebagai fasilitas pendidikan dan juga keberlanjutan perawatan Masjidil Haram 

dan Masjid Nabawi. Jenis-jenis yang diwakaf-kan adalah toko, tempat ibadah, 

kebun, bahkan hotel, negara Saudi Arabia memang sangat ketat dalam 

menangani wakaf. 

Bercermin pada beberapa negara, Indonesia masih tertinggal dalam 

pendistribusian ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam. Pemahaman terhadap 

pentingnya pembiayaan negara secara Syariah sangat diperlukan untuk 

menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk mengetahui pembiayaan 

ekonomi negara secara Syariah di tengah-tengah inflasi yang melonjak dan 

meningkatnya tren utang negara, para tokoh agama, pemerintah, maupun 

pendidik agama melekatkan perekonomian Syariah terhadap masyarakat. 

Selaras dengan kemajuan teknologi, konten persuasif tentang literasi keuangan 

ekonomi Syariah juga dibutuhkan yang membahas mengenai pembiayaan 

Syariah tanpa bergantung pada bunga atau riba, yang dapat dilakukan dengan 

berkolaborasi dengan tokoh ekonom Islam untuk memberikan pemahaman 

perekonomian Islam melalui digitalisasi dan media sosial. 

 

Simpulan 

Pertumbuhan tren utang negara yang meningkat saat ini dapat berdampak 

pada kehidupan sosial, seperti kesenjangan kekayaan dan meningkatnya angka 

kemiskinan di Indonesia. Islam menghadirkan pembiayaan negara yang sesuai 

dengan prinsip Syariah melalui penerbitan sukuk negara, zakat, dan wakaf, hal 

ini tentu tidak akan dapat berjalan tanpa adanya bantuan pemerintah serta tokoh 

agama yang menyebarkan pentingnya mendistribusikan harta. Maka dari itu, 

penting untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pendistribusian 

harta yang sesuai dengan prinsip Syariah kepada masyarakat Muslim, terutama 

terhadap orang awam. Digitalisasi dan sosial media merupakan cara yang tepat 

dan relevan dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga ekonomi Islam dapat 

diterapkan baik dalam pemerintahan maupun sehari-hari.  
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